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Abstrak  

Pembanguan  berbagai bidang di Kota Surabaya misalnya pembukaan sentra bisnis, mall, universitas dan 

lain-lain. Adanya pembangunan ini akan  mendorong  urbanisasi yang dilakukan oleh  warga pendatang di 

sekitar  Surabaya untuk mengaju nasib di Surabaya, namun tingginya urbanisasi akan membawa  

permasalahan bagi Kota Surabaya.Solusi yang dilakukan untuk mengatasi urbanisasi dilakukan  melalui 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 yang mengatakan jika warga pendatang harus mempunyai Surat Kartu 

Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dimana Unit Pelayanan Terpadu Satu atap (UPTSA) ditunjuk 

sebagai instansi yang melakukan pelayanan pengurusan KIPEM. Fokus penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  kualitas pelayanan  pengurusan KIPEM di UPTSA Surabaya. Teori  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori kualitas dan teori  pelayanan Publik. Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif 

dimana data yang telah diolah secara statistik akan dijabarkan secara terperinci. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesinoer kepada 55 responden yang merupakan pengunjung 

UTSA yang mengurus KIPEM.Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui dari 6 indikator kualitas  

pelayanan KIPEM di UPTSA  yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk 

pelayanan, sarana dan prasana, dan kompetensi petugas pelayanan hasilnya adalah  pelayanan pengurusan 

KIPEM di UPTSA sudah cukup berkualitas 

 

Kata Kunci: Kualitas, KIPEM, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap  

Abstract 

The Development of various fields in the city of Surabaya, for example the opening of business 

centers, malls, universities and others. The existence of this development will encourage 

urbanization undertaken by migrants around Surabaya to institute fate in Surabaya, but the high 

level of urbanization will bring the issue to the City Surabaya.salah one solution being done to 

tackle urbanization is done through the Regional Regulation No. 3 Year 2011, which said that if the 

migrants must have a Seasonal Resident Identity Card Letter (KIPEM) where Integrated Service 

Unit One roof (UPTSA) designated as the agency making KIPEM maintenance services. The focus 

of this study was to determine the quality of service maintenance KIPEM in UPTSA Surabaya. The 

theory used in this research is the theory and the theory of the quality of public services. This 

research was quantitative descriptive where data have been processed statistically will be described 

in detail. Data collection techniques in this study using kuesinoer to the 55 respondents who are 

taking care of visitors UTSA KIPEM.Berdasarkan this study can be seen from 6 KIPEM service 

quality indicators in UPTSA that service procedures, the time of completion, cost of service, 

product services, facilities and infrastructures, and competence is the result of service personnel 

KIPEM maintenance services in sufficient quality UPTSA 

Keywords: Quality, KIPEM, Integrated Service  One Roof.
 

 

 

PENDAHULUAN  

Kota Surabaya kini sedang melakukan berbagai 

aktivitas pembangunan di Kota Surabaya yang ditandai 

dengan berdirinya sentra bisnis baru, kawasan 

perkantoran, kawasan ruko, mall mewah, dan bahkan 

berdirinya universitas-universitas baik negeri atau swasta. 

Pesatnya pembangunan yang ada di Surabaya membuat 

Kota Surabaya sebagai kota metropolitan mengalami 

perkembangan yang cukup pesat dan telah menjadi 

semacam magnet terkuat terjadinya urbanisasi bagi  

masyarakat di berbagai daerah. 

Seiring dengan kedatangan masyarakat pendatang ke 

Kota Surabaya selain akan memajukan tingkat 

perekonomian kota Surabaya itu sendiri, namun tingginya 

urbanisasi akan membawa  permasalahan bagi Kota 

Surabaya, misalnya meningkatnya kebutuhan penduduk 

akan hunian, perkantoran, sarana dan prasarana 

transportasi, serta fasilitas publik lainnya. Hal ini 

memberikan konsekuensi pembangunan permukiman 
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sebagai tempat tinggal, pembangunan pabrik dan 

perkantoran sebagai tempat bekerja,  digunakan lahan 

yang semula menjadi lahan pertanian menjadi  pabrik, 

pembangunan jaringan jalan sebagai penghubung, 

kriminalitas,meningkatnya angka  kemiskinan dan 

berbagai  permasalahan yang mengiringi adanya 

urbanisasi ke Kota Surabaya. 

Pemerintah tidak tinggal diam menggadapi tingginya 

arus urbanisasi di Kota Surabaya. Melalui Peraturan 

Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Surat Kartu Identitas 

Penduduk Musiman (KIPEM). Kartu Identitas Penduduk 

Musiman atau yang sering disebut dengan KIPEM 

dengan aturan-aturan yang mengikat merupakan salah 

satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk 

mengurangi angka urbanisasi di Kota Surabaya yang 

semakin tahun semakin melambung jumlahnya.  

Pemerintah Kota Surabaya membantu mempermudah 

pelayanan publik dalam mengurus KIPEM ini dengan 

menyediakan pelayanan dalam satu tempat dengan 

pelayanan yang lain di Unit Pelayanan Terpadu Satu 

Atap (UPTSA). Tujuan dari dibentuknya UPTSA yaitu 

menyatukan beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat 

Dinas) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

tanpa prosedur yang panjang dan tidak memerlukan 

legalisasi yang cukup lama. Kemudahan yang diberikan 

tersebut juga merupakan salah satu upaya dari pihak 

Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan pelayanan 

yang berkualitas.  

Kualitas pelayanan jasa berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan  penyampainnya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan 

pelayanan yang lebih baik (service excellence) tidak 

dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan jasa. 

Tuntutan para penerima layanan untuk memperoleh 

pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai upaya 

untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan 

Penelitian ini menekanankan kepada bagimana kualitas 

pelayanan  Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) 

dalam pembuatan KIPEM. ). 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Istilah kualitas pelayanan  merupakan kata yang sering 

muncul dalam mempelajari disiplin ilmu administrasi 

negara. Kualitas pelayanann  didefinisikan  oleh para 

pakar dengan kalimat yang berbeda-beda tergantung 

pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. 

Kualitas pelayanan sering kita dengar tentang satu fungsi 

pemerintahan  yang  memdorong perbaikan  kualitas 

pelayanan   di berbagai instansi yang sudah ada.  

Pengertian kualitas pelayanan menurut J.Supranto (2006) 

adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan 

sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Menurut 

Tjiptono (1996 ) ada ciri- ciri kualitas pelayanan yaitu.  

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi 

waktu tunggu dan waktu proses. 

2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari 

kesalahan-kesalahan. 

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan 

pelayanan. 

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya 

banyaknya petugas yang melayani dan 

banyaknya fasilitas pendukung seperti 

komputer. 

5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, 

berkaitan dengan lokasi, ruang tempat 

pelayanan, tempat parkir, ketersediaan 

informasi, dan lain-lain. 

6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti 

ruang tunggu ber AC, kebersihan, dan lain-lain. 

Definisi pelayanan menurut Gronroos adalah suatu 

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen / 

pelanggan. 

Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan 

yang lebih baik (service excellence) tidak dapat dihindari 

oleh penyelenggara pelayanan jasa. Tuntutan para 

penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang 

lebih baik harus disikapi sebagai upaya untuk 

memberikan kepuasan kepada penerima layanan. 

Kepuasan penerima layanan sangat berkaitan dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan 

ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. 

Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima 

layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang 

dibutuhkan dan diharapkan. Dengan demikian kebutuhan 

para penerima layanan hasus dipenuhi oleh pihak 

penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan 

tersebut memperoleh kepuasan. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode 

penelitian evaluatif sumatif. Menurut Sugiyono (2009:9) 

penelitian evaluatif sumatif merupakan “metode penelitian 

yang menekankan pada `kualitas pencapaian tujuan dan 

sasaran. 
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Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya 

yang terletak di Jl. Menur No. 31-C Surabaya, Jawa 

Timur. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan cara 

sengaja dengan pertimbangan bahwa pelayanan 

pembuatan KIPEM berada di UPTSA dengan menerapkan 

pelayanan yang baru yakni pelayanan satu loket. Sample 

dalam penelitian ini berjumlah 55 responden yang daimbil 

melalui rumus Slovin.  

Penelitain ini menggunakan kuesiner sebagai alat 

pengumpulan data yang terdiri dari 6 indikator dengan 24 

item pertanyaan yang akan menjawab rumusan data 

penlitian.  Tehnik analisis data kuantitatif digunakan 

apabila data yang diperoleh berjumlah besar dan mudah 

diklasifikasikan dalam berbagai kategori yang dijabarkan  

sebagai  berikut: pengolahan data, pengorganisasian data, 

dan penemuan hasil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas pelayanan pembuatan Kartu Identitas Penduduk 

Musiman (KIPEM) di Kantor Unit Pelayanan Terpadu 

Satu Atap menggunakan Keputusan MENPAN No 63 

tahun 2004  menggunakan  indikator   prosedur 

pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk 

pelayanan, sarana dan prasana, dan kompetensi petugas 

pelayanan.  

 

Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan yaitu tata cara untuk mendapatkan 

suatu pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan 

kepada masyarakat yang menerima pelayanan. Indikator  

keadaan prosedur Pelayanan  terdiri dari 3 soal yaitu tata 

pelaksaan pelayanan pengurusan KIPEM, persyaratan 

yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan 

dalam pengurusan KIPEM, alur pelayanan pada saat 

proses mengurus KIPEM, dan Standar operasional 

pelayanan pada proses pengurusan KIPEM. 

Sebanyak 40.0% dari jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika tata pelaksaan pengurusan KIPEM 

sudah baik. Sebanyak 45.5% dari jumlah responden 

sebesar 55 bahwa alur pelayanan pada saat proses 

mengurus KIPEM sudah cukup baik. Sebanyak 54.5% 

dari  jumlah responden sebesar 55 menyatakan jika 

standar operasional pelayanan pada proses pengurusan 

KIPEM sudah baik.  Namun sebanyak 16.4% dari 55 

responden masih menyatakan jika tata pelaksaan 

pelayanan pengurusan KIPEM masih sangat kurang 

baik.  

 

Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yaitu waktu penyelesaian yang 

ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk sampai dengan 

pengaduan. Indikator  waktu penyelesaian terdiri dari 4 

soal yaitu waktu yang dibutuhkan selama proses 

pengajuan persyaratan atau kelengkapan berkas-berkas 

untuk mengurus KIPEM,  waktu yag dibutuhkan untuk 

mendapatkan pelayanan dari petugas, waktu yang 

dibutuhkan untuk proses penyelesaian KIPEM, waktu 

yang diperlukan untuk proses registrasi atau daftar ulang.  

Sebanyak 47.3% dari  jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika waktu yang dibutuhkan selama proses 

pengajuan persyaratan atau kelengkapan berkas-berkas 

untuk mengurus KIPEM sudah cukup baik.  Sebanyak 

41.8% dari  jumlah responden sebesar 55 menyatakan 

jika waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

pelayanan dari petugas  kurang baik. Sebanyak 45.5% 

dari  jumlah responden sebesar 55 menyatakan jika  

waktu yang dibutuhkan untuk proses penyelesaian 

KIPEM sudah  cukup baik. Sebanyak 52.7% dari  jumlah 

responden sebesar 55 menyatakan jika waktu yang 

dibutuhkan proses registrasi atau daftar ulang  masih 

kurang baik. Sebanyak 16.4%  dari 55 responden 

menyatakan jika waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan pelayanan dari petugas masih sangat 

kurang  baik. Hal ini berkaitan dengan kurang cepatnya 

petugas dalam memberikan pelayanan kepada responden. 

Banyak responden yang menyadari jika  kurangnya 

petugas UPTSA yang bertugas akan menghambat 

kelancaran dalam pengurusan KIPEM.  

 

Biaya Pelayanan  

Biaya pelayanan yaitu terkait biaya atau tarif  pelayanan 

termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses 

pemberian pelayanan. Indikator  biaya pelayan terbagi 

menjadi 4 yaitu  biaya yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan pelayanan, biaya yang dibutuhkan selama 

proses pengurusan KIPEM, biaya administrasi dalam 

penyelesaikan pembuatan KIPEM, dan biaya yang 

dibutuhkan untuk registrasi atau daftar ulang.  

Sebanyak 47.3% dari  jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika biaya  yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan pelayanan termasuk cukup baik. Sebanyak 

43.6% dari  jumlah responden sebesar 55 menyatakan 

jika biaya yang dibutuhkan selama proses pengurusan 

KIPEM sudah  cukup baik. Sebanyak 60.0% dari  jumlah 

responden sebesar 55 menyatakan jika biaya administrasi 

dalam penyelasaian pembuatan KIPEM masih  kurang 

baik. Dan 43.6% dari  jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika biaya yang dibutuhkan untuk registrasi 

atau daftar ulang masih  kurang baik. Sebanyak 7.3%  

dari responden memyatakan jika  biaya  yang dibutuhakn 

selama proses pengurusan KIPEM masih sangat kurang 

baik. Hal ini berkaitan dengan adanya biaya yang  harus 

dikeluarkan oleh pengurus selama pengurusan 

administrasi. Padahal banyak responden  yang berharap 



Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2015, 0 - 216 

jika biaya dapat digratiskan. 

 

Produk Pelayanan  

Produk pelayanan yaitu sejauh mana hasil dari  produk 

pelayanan tersebut dapat bermanfaat bagi penerima 

layanan dan  hasil pelayanan tersebut dapat diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Indikator 

produk pelayanan ada 4 soal  yaitu  syarat dan ketentuan 

untuk mendapatkan pelayanan dalam pengurusan 

KIPEM, proses pelayanan dalam membuatan KIPEM, 

manfaat KIPEM bagi masyarakat, dan kualitas 

pelayanan pembuatan KIPEM.  

Sebanyak 40.0% dari  jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika syarat dan ketentuan untuk 

mendapatkan pelayanan dalam pengurusan KIPEM   

masih cukup baik. Sebanyak 50.0% dari  jumlah 

responden sebesar 55 menyatakan jika proses pelayanan 

dalam pembuatan KIPEM masih kurang baik. Sebanyak 

56.4% dari  jumlah responden sebesar 55 menyatakan 

jika manfaat KIPEM bagi amsyarakat masih cukup baik. 

Sebanyak 50.9% dari  jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika  kualitas pelayanan pembuatan KIPEM 

masih kurang baik. Sebanyak 7.3% dari 55 responden 

menyatakan jika syarat dan ketentuan untuk 

mendapatkan pelayana dalam pengurusan KIPEM masih 

sangat kurang baik.  Responden menyakatan sangat 

kurang baik karena adanya persyaratan yang dirasa 

memberatkan responden apalgi jika syarat tersebut 

berkaiatan dengan derah asal yang mayoritas responden 

tidak mempunyai banyak waktu untuk menyurus  

berbagai persyaratan di daerah asal. Sebanyak 7.3% dari 

55 responden menyatakan jika manfaat KIPEM masih 

sangat kurang baik hal ini berkaitan dengan kurang  

mengetahuinya responden akan manfaat adanya KIPEM. 

Sengga 4 responden menyatakan jika pengurusan 

KIPEM  masih belum bisa dirasakan manfaatnya. 

 

Sarana Dan Prasarana  

Sarana dan prasarana yaitu penyediaan sarana dan 

prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. Indikator sarana dan prasarana ada 

empat yaitu fasilitas teknologi informasi yang digunakan 

dalam pelayanan pembuatan KIPEM, ketersediaan alat 

perkantoran untuk proses pelayanan pembuatan KIPEM, 

fasilitas penunjang yang tersedia yang terdiri dari kursi, 

meja, dan pendingin ruangan,  ruangan yang disediakan 

sebagai penyelanggaraan pelayanan KIPEM.  

Sebanyak 58.2% dari  jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika fasilitas teknologi informasi yang 

digunakan dalam pelayanan pembuatan KIPEM sudah 

cukup baik. Sebanyak 49.1% dari  jumlah responden 

sebesar 55 menyatakan jika data   ketersedian alat 

perkantoran untuk proses pelayanan pembuatan KIPEM 

sudah cukup baik. Sebanyak 60.0% dari  jumlah 

responden sebesar 55 menyatakan jika  fasilitas 

penunjang yang tersedia terdiri dari kursi, meja, dan 

pendingin  ruangan sudah baik. Sebanyak 67.3% dari  

jumlah responden sebesar 55 menyatakan jika  ruangan  

yang disediakan sebagai tempat penyelenggaraan 

pelayanan KIPEM sudah baik. Namun sebanyak  7.3% 

dari 55 responden masih menyatakan jiak ketersedian 

alat pelayanan untuk proses pelayanan pembuatan 

KIPEM masih sangat kurang baik. Hal ini berdasarkan 

pada kurannya alat-alat perkantoran yang dibutuhkan 

untuk mendukung kelancaran   petugas UPTSA  di 

bagian pengurusan  KIPEM. sebanyak 5.5% dari 55 

responden menyatakan jika ruangan yang disediakan 

sebagai tempat penyelenggaraan pelayanan KIPEM 

masih sangat kurang baik hal ini berkaitan dengan 

ruangan   pengurusan  yang lebih sempit dibandingkan 

pengurusan lainnya di UPTSA. 

 

Kompetensi Petugas Pelayanan 

Kompetensi petugas pelayanan yaitu Kompetensi 

petugas pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan 

sikap yang dibutuhkan petugas pada saat memberikan 

pelayanan. Indikator Kompetensi petugas pelayanan 

dibagi menjadi 4 yaitu pengetahuan petugas tentang 

proses pembuatan KIPEM,  keahlian petugas untuk 

memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang 

prosedur pembuatan KIPEM, keterampilan petugas 

untuk mengopreasionalkan perangkat komputer pada 

proses pelayanan KIPEM, dan  sikap petugas saat 

memberikan pelayanan KIPEM. 

Sebanyak 65.5% dari  jumlah responden sebesar 55 

menyatakan jika pengetahuan petugas tentang proses  

pembuatan KIPEM masih cukup baik. Sebanyak 65.5% 

dari  jumlah responden sebesar 55 menyatakan jika 

keahlian petugas memberikan kejelasan  kepada 

masyarakat tentang prosedur pembuatan KIPEM  

tergolong  sudah baik. Sebanyak 59.2% dari  jumlah 

responden sebesar 55 menyatakan jika keterampilan 

petugas untuk mengoperasikan perangkat komputer pada 

proses pelayanan KIPEM  sudah cukup baik. Sebanyak 

58.2% dari  jumlah responden sebesar 55 menyatakan 

jika sikap petugas saat memberikan pelayanan KIPEM 

sudah cukup baik. Namun sebanyak  7.3%  dari 55 

responden menyatakan jiak keahlian petugas untuk 

memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang 

prosedur pembuatan KIPEM masih sangat kurang baik, 

hal ini dikarenakan   tidak semua petuga mempunyai 

kemampuan bicara didepan  umum dengan baik, oleh 

karena itu penempatan petugas sebagai front liner  harus 

diperhatikan dengan baik dan seksama sehingga mampu 

memberikan penjelasan yang baik dan cermat kepada  
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responden yang akan mengurus KIPEM. Sebanyak 5.5% 

dari 55 responden menyatakan jika keterampiulan 

petugas untuk mengoperasionasikan perangkat komputer 

pada proses pelayanan KIPEM masih sangat kurang 

baik. Hal ini dikarenakan adanya petugas yang kurang 

bisa menggunakan perangkat komputer dengan baik 

sehingga dalam pelaksaannya  masih  lambat. Oleh 

karena itu setiap petugas yang mempunyai bagian untuk 

pelayanan wajib mempunyai pengetahuan dalam 

menggunakan komputer dengan baik. 

Dari data diatas diketahui bahwa pelayanan 

pembuatan KIPEM Di Kantor Unit Pelayanan Terpadu 

Satu Atap Kota Surabaya tergolong cukup berkualitas 

dengan nilai sesar 72.7%. Hal ini mengacu kepada rata-

rata jawaban responden tentang pelayanan  pembuatan 

KIPEM di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap. 

Berdasarakan penelitian yang dilakukan dan 

pengambilan hasil penelitian pada Kualitas Pembuatan 

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kantor 

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah 

Kota Surabaya disimpulkan bahwa : 

Beberapa indikator di atas sudah bisa memberikan 

gambaran umum tentang keadaan kemampuan Kualitas 

Pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) 

di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) 

Pemerintah Kota Surabaya tetapi kalau dilihat dari segi 

kuantitas kemampuan Kualitas Pembuatan Kartu 

Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kantor Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota 

Surabaya yang bertugas masih belum 

profesional  menurut penelitian yang penulis lakukan 

pegawai yang ada pada kemampuan Kualitas Pembuatan 

Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kantor 

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah 

Kota Surabaya berjumlah misalkan 11 orang, jadi kalau 

dikalkulasikan harusnya dalam satu kantor minimal 

memiliki 15 staf pelaksana ( belum termasuk denga 

nkepala seksi dan kepala bidang) kebijakan untuk 

menutupi kekurangan ini telah ditempuh oleh Kantor 

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah 

Kota Surabaya dengan merekrut tiga tenaga honorer, 

yang diperbantukan di bagian tatausaha dan perizinan, 

tetapi itu pun belum mampu menjawab permasalahan. 

Yang menjadi kendala bagi kualitas Pembuatan Kartu 

Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) di Kantor Unit 

Pelayanan Terpadu SatuAtap (UPTSA) Pemerintah Kota 

Surabaya dalam memberikan pelayanan KIPEM dengan 

efektif yaitu mengenai waktu yang dibutuhkan untuk 

proses penyelesaian KIPEM, waktu yang dibutuhkan 

untuk proses registrasi atau daftar ulang, biaya 

administrasi dalam penyelesaian pembuatan KIPEM, 

belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

instansi membuat banyak pendatang yang kurang 

mengetahui adanya manfaat dari KIPEM.. Kesimpulan 

yang dapat  diambil dari hasil penelitian menyangkut 

waktu dan biaya pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu 

Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya yang 

tersedia belum maksimal, khususnya disiplin waktu dan 

biaya administrasi yang tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan 

Disamping itu suasana kantor yang belum 

kondusif dant terasa sempit jika dibandingkan dengan 

beban kerja danj umlah pegawai yang bertugas, hal-hal 

seperti ini tentu saja menimbulkan rasa ketidakpuasan 

masyarakat dalam pengurusanKIPEM.  Faktor 

pendukung kemampuan aparatur pemerintah dalam 

memberikan pelayanan PembuatanKartu Identitas 

Penduduk Musiman (KIPEM) di Kantor Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya 

juga sudah cukup sangat baik, hal ini bias dilihat dari 

kerjasama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah baik 

itu antara pemimpin dan bawahan maupun antara sesame 

pegawai. Kerjasama ini sangat diperlukan dalam 

mencapai tujuan sebuah organisasi khususnya di Kantor 

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah 

Kota Surabaya dalam pelayanan pemberian KIPEM .Di 

Kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) 

Pemerintah Kota Surabaya menurut pengamatan penulis 

memang menerapkan system pembagian wewenang 

bukan pemisahan wewenang. Maksudny aadalah aparat 

yang satu dengan yang lainnya bekerjasama dalam 

menyelesaikan suatu tugas tanpa tergantung kepada 

bidang lain. 

 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Beberapa indikator yang sudah disusun peneliti, sudah 

bisa memberikan gambaran umum tentang keadaan 

kemampuan kualitas pembuatan Kartu Identitas Penduduk 

Musiman (KIPEM) di Kantor Unit Pelayanan Terpadu 

Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya sudah 

termasuk dalam katagori cukup berkualitas hal ini dlihat 

dari adanya fasilitas yang nyaman yang digunakan  dalam 

pengurusan KIPEM yang membuat pengurus atau 

responden merasa nyaman serta penggunakan teknologi  

canggih untuk mempercepat kinerja pengurusan KIPEM. 

Akan tetapi kalau dilihat dari segi kemampuan  dari 

petugas dalam pelayanan pengurusan Kartu Identitas 

Penduduk Musiman (KIPEM) di Kantor Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya 

yang bertugas masih belum profesional  misalnya dalam 

penggunaan alat- alat teknologi. Petugas yang sudah tua 

umumnya kurang bisa menggunakan komputer dengan 

cepat sehingga akan memperlambat pelayanan dalam 

pengurusan KIPEM. Jumlah petugas yang ada untuk 
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melakukan pelayanan KIPEM juga dirasa masih kurang 

jika dibandingkan dengan peminat KIPEM. 

Kesimpulan yang dapat  diambil dari hasil 

penelitian menyangkut waktu dan biaya pada Kantor Unit 

Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota 

Surabaya yang tersedia belum maksimal dalam 

memberikan pelayanan kepada  responden, khususnya 

disiplin waktu dan biaya administrasi yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. Masalah lamanya 

waktu yang ditempuh untuk memperoleh KIPEM  

merupakan masalah yang sering dikeluhkan pengurus, 

karena selama ini  untuk melakukan pengurusan KIPEM 

yang membutuhkan 3-5  hari kerja dirasa responden 

kurang baik, apalagi responden yang merupakan pekerja 

yang mempunyai sedikit waktu uuntuk melakukan 

pengurusan KIPEM tentu akan menambah masa cuti 

untuk  melakukan pengurusan KIPEM sehingga 

mempercepat  proses pengurusan KIPEM yang telah 

bekerja.  Responden juga mengeluhkan tentang biaya 

adminitrasi yang dibebankan kepada pengurusa atau 

responden selama pengurusan KIPEM.    Banyak 

responden yang mengeluhkan jika pengurusan KIPEM 

hendaknya digratiskan sehingga banyak pengurus yang 

berasal dari ekonomi menengah kebawah  juga bisa 

mengurus KIPEM dan tidak terbebani dengan adanya 

biaya administasi yang harusnya digratiskan.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat 

penulis kemukakan berkaitan dalam pelayanan pemberian 

KIPEM secara efektif pada Kantor Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

 

a. Peningkatan kompetensi petugas merupakan 

landasan awal untuk terciptanya suatu pelayanan 

yang berkualitas di sebuah instansi.  Petugas 

haruslah yang mempunyai kompetensi yang baik 

baik dalam hal  memahami tugansnya, menjalnkan 

perangkat komputer serta keahlian dalam 

berkomunikasi dengan beragam pengurus KIPEM. 

Adanya petugas yang berada sebagai front liner  

haruslah petugas yang lolos berbagai seleksi serta 

diadakan pembekalan tentang  pelayanan KIPEM 

yang harus dijalankan sehingga dalam menjalankan 

tugas dapat berjalan dengan lancar.  

b. Perbaikan kualitas pelayanan  juga bisa dalama hal 

penggunakan tekhnologi canggih untuk 

memperlancar kinerja petugas.  Kelancaran dalam 

menjalankan tugas inilah yang berkaitan dengan  

waktu yang ada untuk pengurusan KIPEM.  

Pengurusan KIPEM biasanya 3-5 hari kerja 

sedangkan responden berharap kipem dapat selesai 

dengan cepat. Mayoritas pengurus KIPEM yang 

merupakan pekerja   melihat jika waktu  pengurusan 

terlalu lama padahal pengurus KIPEM   sudah 

mengambil waktu satu hari untuk mengurus KIPEM 

dan kemungkinan akan mengambil cuti untuk 

melakukan re registrasi kembali 3 sampai 5 hari ke 

depan. 

c. Dengan melihat kondisi penduduk musiman di Kota 

Surabaya ada beberapa kecamatan yang tergolong 

peduduknya tidak mengetahui tentang KIPEM, oleh 

karena itu penulis merasa pemerintah harus 

memperhatikan ulang mengenai kebijakan KIPEM 

dari segi administrasi, kalau bisa bagi masyarakat 

yang tidak mampu untuk biaya administrasi KIPEM 

digratiskan saja. Apabila KIPEM digratiskan bagi 

para penduduk yang tidak mampu maka tingkat 

penduduk musiman  di Kota Surabaya akan semakin 

teratur dikarenakan upaya urbanisasi yang selalu 

meningkat setiap tahunnya, dan juga hal yang paling 

menguntungkan apabila KIPEM digratiskan yakni 

bisa membantu perekonomian bagi para penduduk 

yang tak mampu mengingat mayoritas pendatang 

yang mempunyai tujuan mencari nafkah di 

Surabaya namun masih terbebani dengan membayar 

biaya administrasi.  

d.  Agar tercipta kepuasan masyarakat selama 

dalam pengurusan maka sudah seharusnya 

pemerintah menyediakan waktu dan biaya 

administrasi biasa menunjang kelancaran 

dalam pelayanan, seperti disiplin waktu dan 

kesesuaian penyelesaian KIPEM yang 

sesuai biaya administrasi di Kantor Unit 

Pelayanan Terpadu Satu  Atap (UPTSA) 

Pemerintah Kota Surabaya. 
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